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Korupsi Pengadaan Kapal lkan

Pemborong Sempat
Diberi SP3

PERKARA dugaan korupsi pembuatan
kapal ikan lnkamina 30 GT dengan terda-
kwa Fuad Bachtir Bau Agiel dan Suyadi,
Rabu (7/2) kemarin, kembali dilaniutkan di
Pengadilan Tipikor Denpasar.

JPU I Made Subawa di hadapan majelis ha-
kim pimpinan Wayan g'Lenila 6snghadirkan
sejunJ.ah saksi yang juga menjadi terdakwa
drlam perkara ini. Mereka adalah Sudarsoyo
selaku konsultan pengawas dan ada juga I
Gusti Ngurah Made Sumantri @PK). Saksi
Suclareoyo eebagai konsultan pengawae dikon-
tuak pihal Kelautal dan Perikanar Rp 2O0 juta
lebil untuk mengawaei proyek pengadaaa ka-
pal yrang claranya bersumber dari pemerintah.

Saat ditanya najelis halcim apa saja yang
diawaei hingga kontrak keriarya Rp 200 juta
letih, sa-ksi awalnp fid'k pahat! hingga hakin
menegaskan kembali SOP ea-kai selalu pen-
gawas. Hingga akhimya t€rucap bahwa yang
diawasi adalah pembangunan kapal Inkamirra.

Dari sanalah terungkap saat majelis hrkim
danjalsa menanyakan soal progres pengerjaan
kapal.'Apala-h p-'ngerjaan kapal yang diawasi
selesai 100 persen?' tanya hakim. Sakei men-
gatakan tidak. Namur hanya 57,74 persen.

Terkait lambatnya pengerjaan kapal yang
tidak sesuai itu, eaksi selaku konsultan pen-
gawas mengaku sudah merekomendasi-kan
hingga penggarap proyek diberi.kan surat
peringatan (SP)l, SP2 dan bahkan terakhir
SP3 hingga t€rjadi wanprestasi. Pasalnya ti-
da} sesuai dengan perjanjian pengerjaan dan
harya selesai 57,74 pelseD.

Akhrmya, pibakPemprbvRali nslaluiDinas
Perikanan dan Kdlautdrl li6rlbali nengajukan
permohonaa ke Kementerian KKP lewat Dirjen
Tangkap guna melanjutlan proyek kapal itu.
Namu4 majelis hakim 6snilai labrya dalam
perkara ini tedadi lemahnya pengawasan.
'Jangan hanla simbol saja sebagai direltur.
Sekarangzqm ulla sudal beda. Sebagai direk-
tur, ya harus mengawaai sehingga betul-betul
prosee pengerjaan sesuai yang ditentukan,"
saran anggota majelis hakim Made Sukereni.

Jalsajuga menan'€Ian pacla salsi Suclary.o-
so (terdakwa dalam berkas terpisah-red) eoal
bayaran yang diterima salsi mengir4at penger-
jaan proyek kapal baru selesai 57,74 persen.
Saksi mengatakan dirinya sudah dibayar
selaku pengawas Rp 10O jutaan, dari kontra.k
Rp 2O0 juta lebih. Hakim juga membongkar soal
kapasitas dan keailian saksi clalam perkara ini.
Di mana, saksi yang mendapatkan kontrak jus-
tru bulan ahli perkapalan, sehingga merekrut
lagi pihak lain sebagai tenaga ahli. (asa)
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Acuan Pemberian TPP
Berbasis Kinerja

Harus Jelas
Bansli (Bali Post) -"-liE"lia"ftt"i"ii hasil rapat gabungan Komisi-Komisj 

-DPRD 
Bangli dengan

ti_ p"ir-""""TFF s;"t""ii xi"-.rja a[hir pekan lalu. DpRD Bangl_i_bersurat ke
gr""ri'ii""nlr i rvrtJu ci""v.t. Daiam surat vang ditandatangani Ketua.DPRD
frii"ff N*iE " 

f"iftr p".r""t. t"rsebut, dewan pada prinsiplya setuju de,ngan

i.UTit"i 
"-.-U"rian 

TPP Berbasis Kinerja untuk semua ASN' Hanva pelaksan-
;;;J;;;h"-.;pkan mengacu pada analisii jabatan dan beban kerja vang jelas'

Dalam surat tertanggal gan pemcriutah di atxsn)a tentang Ptmerintah Daerah'
s f"lr^-ti:Ofg ifii. de"win kooriinasi menyangkut pem- Bupati diharapkan dapat
iu."r:otuto", iPP Berha*t. berian TPP di luar tunjangan memberikan TPP Berbasis
Xiniitio -.t,,p"tun bentuk profesi guruyang telah diatur Kinelia kt'pada ASN yang
p*.rgh'^.euur, uiu* terja keras dalam Permendikbud No. 12 me[dapatkan tuga's tambahan
dari pengr,bdian paia ASN tahun 2{l12 Hal itu dimak- unuk pirnphan DPRD-seperti
Joiui. -"-bu"g"n daerah sudkan agar lebih menjamin halnya yang diberilcal k3 AS\
X., ,n. aUa.apianTPP Ber' pemerataan penghasilan Opsi yang bertugas untuk Bupati
lrasr. Kinerja diberikan tetap lain, guru diberilan memilih dan-Wakil Bupati'
berda"urkatr analisa jabatan antara tunjangan profesi guru Ketua DPRD BangliNga-
J,rn beban ke4a y"nglelas. dengan TPP. k-an Kutha Parwata, Rabu- 

N'I"trgeoui ferirb,,iiin TPP Dalam poin keempat surat (7/2) kemarin, berharaP lYrat
e"rt"-.i" fr"".1. bagi guru. tersebut. dewan menyatakrn, tersebut segera ditindaklan-
dewan meminti Bupati un- demi kesetaraan sesuar Pasal juti demi keadilan dan pe-

tuk mengkonsultasikan dan l4u ayat 1 dan 2 dan Pasal merataan pgnghasilan ASN
nenekooidrnasikannya den- 17? UU No. 23 Tahun 2014 di Bangli Pihaknya mem-

inta rancangan pemberian
TPP dikaji kembali terutama
masalah nominal.

Pihaknya juga memrnta
Bupati untuk mengkonsulta-
sikan ke pusat agar TPP Ber-
basis Kinerja bisa diberikan
untuk semua ASN termasuk
guru. "Jangan sampai setelah
rancangan pemberian TPP
ditetapkan muncul kekisru-
han di kalangan pegawai."
harapnya.

Sementara itu, Bupati
Bangli I Made Gianyar men-
gatakan, saat ini tim peny-
usun TPP Berbasis Kinerja
masih mematangkan hasil
kerjanya. Hasil itu akan dis.
ampai.kan tim kepada dirinya
untuk diambil keputusan.
"Bupati pada saat mengambil
keputusan akan menimbang,
termasuk surat DPRD di-
jadikan dasar pertimbangan

dalam mengambil keputusan.
Keputusan itu paling tidak
harus mencerminlan perta-
ma, kepastian hukum, kedua
kemanfaatan dan ketiga, kea-
dilan," terangnya.

Disampaikannya, pem-
berlakuan TPP Berbasis Ki-
neda nantinya akan melalui
uji publil selama 3 hingga 6
bulan. Uji publil adalah untuk
memeDuhi azas transparansi
dan akuutabilitas. "Kalau ada
pihak yang berkepentingan,
bisa memberi masukan terh-
adap hasil tim yang kurang.
Selanjutnya masukan itu akan
tlikaji. Tim akan memberi
penjelasaa kepada para pihak
yang masih belum paham dari
oelaksanaan T?P Berbasis Ki-
nerja. Kalau hasil tim keliru,
maka pada masa uji publil ini
adalah waktu untuk mtimper-
baili," tegasnya. (kmb40)
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Tersandung Kasus Korupsi

Kadis Kominfo

Diberhentikan Sementara
Negara (Bali Post) -

D-ua teisangka kasus dugaan korupsi retribusi Termilal Manuver Gilimanuk, I
Gusti Ngurah-Bagus Putra Riyadi (Kadis Kepala njnas Kom-unikasi dan Informa-
tika Jeribrana) din I Nengah barua (Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk)'
telah ditahan kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Seiring berjalann-ya masa
oenahanan mereka, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Jembrana iengah sibuk melakukan proses pemberhentian sementara
kedua Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini.

Kepala Badan Kepegawa- terima kemalin Keputusan gadilan' maka selisih gajinya
ian da'n Pengembattgun"Su-- pemberhentian sementara akan dibayarkan oieh pem.er-

L"i Ouuu trli"""iu Jimbrana ini, nantint'a akan ditanda- intah. 'Tapi. kalau bcrsalah
I Mad; Budiasa, Rabu (7/2) tangani bupati. Kalau sudah berdasarkan put-usan tetap
kemarin, mengatakan pem- keluar suritnya. pasti kami pengadilan. maka gaji-50
berhentian serientu"u untok samparkan. kata Budiasa persen yang terlanjur diba-
t"a""i"""ungtu 

"udah 
pasti Menurutn-r'a. apabrla su- yarkan tidak akan dituntut

dilakukan. Eebab. stitns dah diberhentikan semen- kembali," terang']'a'
mercka saat ini sudah men' tara, makn mercka nantinya Pegawai pemerintah' lan-
io,l, trh,,nun- Pemberhen- hanya mend:rpat 50 persen jut dia, bisa langsung diber-
i.i"" i"^"nt".u ""tuk 

kedua darigaji pokol setiapbulan- hentikan sementara jika
PNS ini masih dalam proses nya. 

-Jiki 
nant i keduanya berstatus tersangka dan

L"""tro "u"ut 
poouhurrur', tidak terbukti bersalah ber' menjalani penahanan-qa]qT

l"rftuJop f,"a"ui,va baru di- dasarkan putus.. tetap pen' kasus tindak pidana Hal ini

tercantun dalam Undang-un-
dang Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang sudah resmi di-
undangkan sejak 1ll Januari
2014 dan menjadi UU Nomor
5 Tahun 2014. Aturan terse-
but tertuang dalam pasal 88
ayat 1 poin c UU ASN Yang
berbunyi, PNS diberhentikan
sementara apabila ditahan
karena menjadi tersangka
tindak pidana.

Tersangka Bagus Putra
Riya d i yang. sebelumnYa
menlabat seDagal rrepal a

Dinas Komunikasi dau In-
formatika (Kadis Kominfo)
Jembrana kini posisinya
digantikan Made ArYana
sebagai pelaksana tugas
{Dlt.). Arvana sebelumnYa
meniabat sebasai Staf Ahli
Brdang Ekonomi Pembangu-

nan dan Keuangan. Sedang-
kan tersangka Datna yang
sebelumnya menjadi Koor-
dinator Terminal Manuver
Gilimanuk sejak ditetapkan
sebagai tersangka dipindah
menjadi stafdi Kantor Camat
Negara.

Seperti berita sebelumnya.
Kejari Jembrana menahan
dua tersangka dugaan kasus
korupsi retribusi Terminal
Manuver Gilimanuk, Bagus
Putra Riyadi dan Darna.
Keduanya ditahan di Rutan
Kelas II B Negara, Senin
(5i 2) lalu. Dua tersangka
yang berBtatus PNS ini men-
jadi tersangka dalam kasus
dugaan pengelolaan retri-
busi parkir yang merugikan
negara hingga ratusan Juta
rupiah. (kmb26)
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